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ABSTRACT  

 
This research explores the legal protection for victims of acts of violence in Indonesia, with a focus on the role 
of existing legal policies and regulations. Although a legal framework has been established to address violence 
and protect victims, significant challenges continue to hinder the effectiveness of the victim protection system 
in the context of violence. This study employs qualitative methods, including interviews and document analysis, 
to delve into the issues faced by victims and evaluate the applicable policies and regulations. The research 
results identify the need for increased public awareness of victims' rights, improved law enforcement, and 
enhanced accessibility to legal assistance and support services. With these measures, it is expected that the 
victim protection system for acts of violence in Indonesia can be improved, ensuring better protection of victims' 
rights and interests. 
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PENDAHULUAN 
       Penganiayaan adalah tindakan kekerasan fisik 

atau psikologis yang dapat menyebabkan luka atau 

traumatisasi bagi korban. Perlindungan hukum 

terhadap korban tindakan penganiayaan di Indonesia 

menjadi isu yang sangat relevan dan mendesak. 

Tindakan penganiayaan dapat terjadi dalam 

berbagai konteks, termasuk dalam rumah tangga, di 

tempat kerja, di masyarakat, dan bahkan di tempat-

tempat yang seharusnya memberikan perlindungan, 

seperti lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, 

penting untuk memahami dan mengevaluasi 

bagaimana sistem hukum di Indonesia mengatasi 

tindakan penganiayaan dan memberikan 

perlindungan kepada korban (Sukadi & Ningsih, 

2021). 

      Salah satu permasalahan utama yang dihadapi 

oleh korban tindakan penganiayaan di Indonesia 

adalah kurangnya kesadaran tentang hak-hak 

hukum mereka serta kurangnya akses terhadap 

bantuan hukum. Korban sering kali tidak tahu 

bagaimana melaporkan tindakan penganiayaan, 

atau mereka mungkin menghadapi tekanan dari 

pihak pelaku untuk tidak melaporkannya. Selain itu, 

proses hukum yang panjang dan kompleks dapat 

menjadi penghalang bagi korban yang mencari 

keadilan. 

Selain itu, dalam banyak kasus, hukum dan 

peraturan yang ada mungkin tidak memberikan 

perlindungan yang memadai bagi korban tindakan 

penganiayaan. Ini bisa disebabkan oleh celah dalam 

peraturan, praktik hukum yang tidak konsisten, atau 

kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk 

menegakkan hukum dengan efektif. 

Perlindungan hukum bagi korban tindakan 

penganiayaan di Indonesia juga terkait dengan isu-

isu sosial dan budaya yang kompleks. Beberapa 

korban mungkin enggan melaporkan penganiayaan 
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karena faktor sosial seperti rasa malu atau stigma 

yang melekat pada korban. Selain itu, dalam 

beberapa kasus, masyarakat atau keluarga korban 

mungkin cenderung menyelesaikan masalah secara 

internal tanpa melibatkan penegak hukum. 

Dengan memahami latar belakang ini, penelitian 

tentang perlindungan hukum terhadap korban 

tindakan penganiayaan di Indonesia memiliki tujuan 

untuk mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan 

kebijakan yang perlu ditingkatkan untuk memastikan 

bahwa korban tindakan penganiayaan dapat 

mendapatkan perlindungan hukum yang memadai 

dan akses ke keadilan. Penelitian ini akan 

memberikan wawasan yang diperlukan untuk 

mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam 

meningkatkan perlindungan hukum bagi korban 

tindakan penganiayaan dan mewujudkan 

masyarakat yang lebih aman dan inklusif di 

Indonesia. 

. 

 
KAJIAN TEORI  

Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan prinsip dasar dalam 

sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan 

bahwa hak dan kepentingan individu atau kelompok 

terlindungi, dihormati, dan ditegakkan melalui 

peraturan hukum yang ada. Ini mencakup berbagai 

aspek, seperti hak asasi manusia, hak warga negara, 

dan hak-hak khusus yang melibatkan berbagai 

konteks kehidupan, seperti lingkungan kerja, rumah 

tangga, maupun dalam situasi-situasi konflik atau 

kerentanan. Perlindungan hukum memberikan dasar 

hukum yang diperlukan bagi individu atau kelompok 

yang merasa terancam atau dirugikan, sehingga 

mereka dapat mencari keadilan dan menyelesaikan 

konflik melalui proses hukum yang sesuai. 

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban 

tindakan penganiayaan, prinsip ini mengacu pada 

upaya untuk memberikan perlindungan dan keadilan 

kepada individu yang telah menjadi korban tindakan 

kekerasan fisik atau psikologis. Ini mencakup hak 

korban untuk melaporkan tindakan penganiayaan, 

mendapatkan bantuan hukum, dan mengikuti proses 

hukum yang adil dan transparan. Perlindungan 

hukum juga menuntut bahwa pelaku tindakan 

penganiayaan harus bertanggung jawab atas 

perbuatannya melalui proses peradilan yang sesuai. 

Dengan demikian, perlindungan hukum adalah 

bagian integral dari sistem hukum yang adil dan 

berfungsi dengan baik, yang bertujuan untuk 

menjaga keamanan, keadilan, dan kesejahteraan 

individu dan masyarakat secara keseluruhan. 

 

Korban Penganiayaan 

Korban penganiayaan merujuk kepada individu yang 

telah menjadi sasaran tindakan kekerasan fisik, 

psikologis, atau emosional yang dilakukan oleh pihak 

lain. Tindakan penganiayaan bisa melibatkan 

berbagai bentuk perilaku yang merugikan, seperti 

pukulan, tendangan, pelecehan verbal, 

penganiayaan seksual, ancaman, dan tindakan 

lainnya yang bertujuan untuk merugikan atau 

mengintimidasi korban. Korban penganiayaan 

seringkali menghadapi dampak fisik, emosional, dan 

psikologis yang serius, termasuk luka-luka, trauma, 

dan kecemasan. Perlindungan dan dukungan bagi 

korban penganiayaan menjadi sangat penting untuk 

memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan, 

pemulihan, dan perlindungan hukum. 

Korban penganiayaan memiliki hak-hak yang 

perlu diakui dan dihormati. Salah satunya adalah 

hak untuk melaporkan tindakan penganiayaan 

kepada otoritas berwenang dan mengikuti proses 

hukum yang sesuai. Mereka juga berhak 

mendapatkan dukungan kesehatan fisik dan 

mental, termasuk perawatan medis dan konseling. 

Perlindungan hukum juga mencakup hak korban 

untuk tidak menjadi sasaran balasan atau 

pembebanan lebih lanjut sebagai akibat 

melaporkan penganiayaan. Dalam banyak sistem 



 
 

 

 

hukum, terdapat undang-undang dan kebijakan 

khusus yang dirancang untuk melindungi hak dan 

kepentingan korban penganiayaan, dan 

penegakan hukum serta pelayanan korban yang 

efektif sangat penting untuk memastikan 

perlindungan dan keadilan bagi mereka. 

 

METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan dalam studi 

ini akan mencakup pendekatan kualitatif dengan 

pengumpulan data melalui wawancara mendalam 

dengan korban tindakan penganiayaan, para ahli 

hukum, pekerja sosial, dan pihak terkait lainnya, 

serta analisis dokumen terkait hukum dan 

kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan 

korban penganiayaan di Indonesia. Wawancara 

mendalam akan digunakan untuk mendapatkan 

wawasan yang mendalam tentang pengalaman 

dan persepsi korban tindakan penganiayaan, serta 

untuk memahami tantangan yang mereka hadapi 

dalam mencari perlindungan hukum. Selain itu, 

analisis dokumen akan dilakukan untuk 

mengevaluasi peraturan hukum yang ada dan 

kebijakan yang mempengaruhi perlindungan 

korban tindakan penganiayaan. Hasil dari metode 

ini akan digunakan untuk memberikan pemahaman 

yang lebih komprehensif tentang masalah 

perlindungan hukum terhadap korban tindakan 

penganiayaan di Indonesia, serta untuk 

mengidentifikasi potensi perbaikan dalam 

kebijakan dan praktik yang ada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Penganiayaan adalah tindakan kekerasan fisik atau 

mental yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik 

atau psikologis pada individu atau kelompok. 

Perlindungan hukum terhadap korban tindakan 

penganiayaan merupakan salah satu aspek penting 

dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks ini, 

kerangka pemikiran berikut akan menguraikan 

beberapa aspek kunci yang perlu dipertimbangkan 

dalam pemahaman dan peningkatan perlindungan 

hukum terhadap korban tindakan penganiayaan di 

Indonesia. 

1. Definisi Penganiayaan: Penganiayaan 

adalah tindakan yang dapat mencakup 

kekerasan fisik, verbal, atau psikologis yang 

ditujukan kepada individu atau kelompok. 

Dalam kerangka pemikiran ini, penting untuk 

memahami berbagai bentuk penganiayaan, 

termasuk penganiayaan dalam rumah 

tangga, di tempat kerja, dalam konteks 

publik, dan bentuk-bentuk lain yang mungkin 

terjadi. 

2. Undang-Undang yang Mengatur 

Penganiayaan: Di Indonesia, penganiayaan 

diatur dalam berbagai undang-undang, 



 
 

 

 

seperti Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), Undang-Undang 

Perlindungan Anak, dan peraturan lain yang 

mengatur aspek-aspek spesifik 

penganiayaan. Kerangka pemikiran ini akan 

mengidentifikasi undang-undang dan 

peraturan yang relevan untuk melindungi 

korban penganiayaan dan meninjau 

keefektifannya dalam praktik. 

3. Hak-hak Korban: Korban penganiayaan 

memiliki hak-hak tertentu yang perlu diakui 

dan dilindungi oleh hukum. Dalam kerangka 

pemikiran ini, akan dibahas hak-hak seperti 

hak atas keamanan, hak atas informasi, hak 

atas perlindungan, dan hak atas kompensasi 

bagi korban penganiayaan. Evaluasi 

terhadap pengakuan dan pemenuhan hak-

hak korban akan menjadi bagian penting dari 

analisis ini. 

4. Proses Hukum: Kerangka pemikiran ini juga 

akan mengevaluasi proses hukum yang 

terlibat dalam penanganan kasus 

penganiayaan. Ini mencakup proses 

penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan. 

Pertimbangan akan diberikan terhadap 

apakah proses-proses ini memadai dalam 

memberikan perlindungan hukum yang 

efektif bagi korban penganiayaan. 

5. Penanganan Kasus: Penanganan kasus 

penganiayaan melibatkan berbagai pihak, 

termasuk aparat penegak hukum, sistem 

peradilan, pekerja sosial, dan lembaga-

lembaga lainnya. Kerangka pemikiran ini 

akan membahas kerjasama antara berbagai 

pihak dalam menangani kasus 

penganiayaan dan akan menilai apakah ada 

perbaikan yang dapat dilakukan dalam 

koordinasi dan kerja sama ini. 

6. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: 

Pendidikan dan kesadaran masyarakat 

tentang penganiayaan sangat penting. 

Upaya pencegahan dan peningkatan 

kesadaran tentang tindakan penganiayaan 

serta hak-hak korban juga akan dibahas 

dalam kerangka pemikiran ini. 

7. Tantangan dan Peluang: Terakhir, kerangka 

pemikiran ini akan mengidentifikasi 

tantangan yang dihadapi dalam melindungi 

korban penganiayaan di Indonesia, serta 

peluang untuk perbaikan. Ini mencakup 

evaluasi terhadap isu-isu seperti 

pembiayaan, kapasitas penegak hukum, dan 

reformasi hukum yang mungkin diperlukan 

untuk meningkatkan perlindungan hukum 

bagi korban penganiayaan. 

Perlindungan hukum terhadap korban tindakan 

penganiayaan adalah isu yang penting dalam sistem 

hukum Indonesia. Kerangka pemikiran ini 

memberikan dasar untuk memahami, mengevaluasi, 

dan meningkatkan perlindungan hukum bagi korban 

penganiayaan dengan mempertimbangkan berbagai 

aspek yang relevan. Dengan demikian, diharapkan 

bahwa pemahaman dan perlindungan hukum bagi 

korban penganiayaan dapat ditingkatkan untuk 

menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil 

di Indonesia 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Sistem Hukum di Indonesia Mengatasi Tindakan 

Penganiayaan dan Memberikan Perlindungan 

Hukum Kepada Korbannya 

Sistem hukum di Indonesia memiliki perangkat 

hukum dan prosedur untuk mengatasi tindakan 

penganiayaan dan memberikan perlindungan hukum 

kepada korbannya. Namun, terdapat berbagai 

tantangan yang dihadapi oleh korban dalam 

mengakses keadilan. Dalam konteks ini, penjelasan 

akan memfokuskan pada cara sistem hukum 



 
 

 

 

mengatasi penganiayaan, hak-hak korban, serta 

hambatan yang dihadapi oleh korban tindakan 

penganiayaan dalam upaya mencari keadilan 

(Paradiaz & Soponyono, 2022). 

Sistem hukum Indonesia memiliki undang-undang 

yang mengatur tindakan penganiayaan, seperti 

Pasal 351 hingga Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana). Ini mencakup ketentuan 

tentang jenis-jenis penganiayaan, sanksi pidana 

yang berlaku untuk pelaku, dan hak korban untuk 

melaporkan tindakan penganiayaan ke aparat 

penegak hukum. Selain itu, hukum juga mengakui 

hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan 

perawatan kesehatan jika mereka mengalami luka-

luka fisik akibat penganiayaan. 

Namun, meskipun kerangka hukum ini ada, banyak 

tantangan yang dihadapi oleh korban tindakan 

penganiayaan dalam mengakses keadilan. Salah 

satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran 

tentang hak-hak hukum korban. Banyak korban, 

terutama di wilayah pedesaan, mungkin tidak tahu 

bahwa mereka memiliki hak untuk melaporkan 

tindakan penganiayaan atau mungkin merasa takut 

atau malu untuk melaporkannya. Selain itu, korban 

sering kali tidak memiliki pengetahuan yang cukup 

tentang prosedur hukum dan proses pengadilan, 

membuat mereka cenderung merasa bingung atau 

tidak yakin tentang langkah-langkah yang harus 

diambil (Komalasari, G., Wahyuni, E., 2010). 

Selain itu, ada masalah aksesibilitas terhadap proses 

hukum. Proses hukum seringkali memerlukan biaya 

dan waktu yang signifikan, dan ini dapat menjadi 

hambatan bagi korban, terutama mereka yang 

berasal dari lapisan masyarakat dengan 

keterbatasan sumber daya. Korban juga mungkin 

menghadapi hambatan dalam mengumpulkan bukti 

yang diperlukan untuk mendukung kasus mereka, 

seperti saksi atau dokumen pendukung. 

Tantangan lain yang dihadapi oleh korban adalah 

kurangnya dukungan sosial. Korban penganiayaan 

sering kali merasa terisolasi atau takut untuk 

berbicara kepada keluarga atau teman-teman 

mereka tentang tindakan penganiayaan yang 

mereka alami. Ini bisa disebabkan oleh stigma sosial 

yang melekat pada korban penganiayaan atau 

karena faktor-faktor lain. Akibatnya, korban mungkin 

merasa terbatas dalam mendapatkan dukungan 

emosional dan praktis yang mereka butuhkan. 

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, pihak-

pihak yang terkait, seperti lembaga penegak hukum, 

organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara 

luas, harus bekerja sama untuk meningkatkan 

kesadaran tentang hak-hak korban, menyediakan 

layanan bantuan hukum yang lebih baik, serta 

mengurangi stigma yang melekat pada korban 

penganiayaan. Upaya untuk memperbaiki sistem 

perlindungan korban penganiayaan juga perlu terus 

menerus dievaluasi dan ditingkatkan untuk 

memastikan bahwa hak dan kepentingan korban 

terlindungi dan mereka dapat dengan mudah 

mengakses keadilan. 

 

Peran Kebijakan dan Regulasi Hukum dalam 

Perlindungan Korban Tindakan Penganiayaan 

Kebijakan dan regulasi hukum memainkan peran 

penting dalam memengaruhi efektivitas perlindungan 

hukum terhadap korban tindakan penganiayaan di 

Indonesia. Mereka membentuk landasan hukum 

untuk menangani kasus penganiayaan, 

menyediakan panduan bagi aparat penegak hukum, 

dan mengatur hak-hak korban. Namun, implementasi 

dan kepatuhan terhadap kebijakan ini masih menjadi 

tantangan di berbagai tingkatan. Untuk memperbaiki 

dan memperkuat aspek-aspek tertentu dalam sistem 

perlindungan korban penganiayaan, ada beberapa 

langkah yang dapat diambil (Hamid, 2016). 

Pertama, perlu dilakukan evaluasi mendalam 

terhadap regulasi yang ada. Ini mencakup mengkaji 

apakah undang-undang yang berlaku sudah cukup 

kuat dalam mengatur tindakan penganiayaan, sanksi 



 
 

 

 

yang berlaku, dan hak korban. Evaluasi juga harus 

mencakup analisis terhadap celah dalam regulasi 

yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kekerasan. Hasil 

dari evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar 

untuk merumuskan perubahan hukum yang lebih 

efektif dan sesuai dengan konteks sosial dan budaya 

di Indonesia. 

Selanjutnya, perlu ditingkatkan pelaksanaan dan 

penegakan hukum. Banyak kasus penganiayaan 

yang tidak dilaporkan atau tidak diproses oleh aparat 

penegak hukum dengan serius. Ini bisa disebabkan 

oleh berbagai faktor, termasuk kekurangan sumber 

daya dan kurangnya pelatihan aparat penegak 

hukum dalam menangani kasus penganiayaan. 

Meningkatkan pelatihan dan sumber daya aparat 

penegak hukum dapat membantu memastikan 

bahwa kasus-kasus penganiayaan ditangani dengan 

serius dan sesuai dengan hukum yang berlaku 

(Natsir, 2019). 

Selain itu, penting untuk meningkatkan akses korban 

ke bantuan hukum dan layanan dukungan. Banyak 

korban penganiayaan membutuhkan dukungan 

konseling, perawatan medis, dan bantuan hukum 

untuk mengatasi dampak fisik dan psikologis 

tindakan penganiayaan. Peningkatan aksesibilitas 

terhadap layanan ini dapat membantu korban dalam 

pemulihan mereka dan memastikan bahwa mereka 

mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan. 

Upaya juga harus difokuskan pada meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang hak dan 

perlindungan hukum korban tindakan penganiayaan. 

Kampanye informasi dan edukasi dapat membantu 

mengurangi stigma yang masih melekat pada korban 

penganiayaan, serta mendorong korban untuk 

melaporkan tindakan penganiayaan dan mencari 

bantuan. 

Terakhir, penting untuk memperkuat kerjasama 

antara berbagai pihak terkait, termasuk lembaga 

penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan 

lembaga sosial. Kerjasama yang erat antara 

berbagai pihak dapat meningkatkan koordinasi 

dalam menangani kasus penganiayaan, memberikan 

dukungan terpadu kepada korban, dan memastikan 

bahwa hak-hak korban dihormati dan dilindungi 

dengan baik. 

Dalam kesimpulan, peran kebijakan dan regulasi 

hukum sangat penting dalam memengaruhi 

perlindungan hukum terhadap korban tindakan 

penganiayaan di Indonesia. Namun, perbaikan 

dalam sistem perlindungan korban penganiayaan 

memerlukan upaya yang terus menerus untuk 

memperbaiki undang-undang yang ada, 

meningkatkan penegakan hukum, meningkatkan 

aksesibilitas terhadap layanan dukungan, 

meningkatkan kesadaran masyarakat, dan 

memperkuat kerjasama antara berbagai pemangku 

kepentingan. Dengan upaya bersama ini, 

diharapkan sistem perlindungan korban 

penganiayaan di Indonesia dapat ditingkatkan untuk 

memberikan perlindungan yang lebih baik kepada 

korban dan mengurangi insiden penganiayaan 

secara keseluruhan. 

 

 

SIMPULAN  
Perlindungan hukum terhadap korban tindakan 

penganiayaan di Indonesia adalah sebuah isu yang 

penting dan mendesak. Meskipun sistem hukum 

Indonesia memiliki kerangka kerja hukum yang 

mencakup peraturan dan regulasi untuk mengatasi 

penganiayaan dan memberikan perlindungan 

kepada korban, masih terdapat berbagai tantangan 

yang harus diatasi. Tantangan-tantangan tersebut 

termasuk rendahnya kesadaran tentang hak-hak 

korban, masalah aksesibilitas terhadap proses 

hukum, kurangnya dukungan sosial, dan 

kurangnya penegakan hukum yang efektif. Untuk 

memperbaiki efektivitas perlindungan hukum 

terhadap korban tindakan penganiayaan, perlu 

dilakukan evaluasi mendalam terhadap regulasi 



 
 

 

 

yang ada, peningkatan pelaksanaan hukum, 

peningkatan akses korban terhadap bantuan 

hukum dan layanan dukungan, serta upaya 

meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan 

langkah-langkah ini, diharapkan dapat 

menciptakan lingkungan yang lebih aman dan 

mendukung bagi korban penganiayaan di 

Indonesia, serta memastikan bahwa hak dan 

kepentingan mereka dihormati dan dilindungi 

sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan 

hukumyang adil dan berkeadilan. 
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